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BAB Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang
telah diuraikan di dalam Bab Il, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Upaya yang dilakukan oleh polisi untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola adalah
a. Upaya preventif, yaitu berupa :

1) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara
pertandingan mengenai personil keamanan yang akan
diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan

2) Aparat kepolisian mengadakan pertemuan dengan para
pengurus masing-masing kelompok suporter

3) Melakukan pengarahan dengan cara berkomunikasi
baik-baik dengan pihak kelompok suporter agar berlaku
tertib pada saat perjalanan menuju stadion maupun pada
saat sudah berada di dalam stadion

4) Aparat kepolisian melakukan penjagaan di ruas-ruas

jalan akses menuju stadion
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5) Aparat kepolisian melakukan pengawalan terhadap
rombongan konvoi suporter yang hendak pergi menuju
ke stadion dan hendak pulang dari stadion.

b. Upaya represif, yaitu berupa :

1) Aparat kepolisian melakukan razia terhadap suporter
sepak bola yang akan masuk ke dalam stadion

2) Menindak tegas pelaku yang tertangkap tangan,
maupun melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap pelaku

2. Kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum

terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola adalah :

a.  Minimnya saksi, sehingga sulit untuk mengidentifikasikan siapa
pelakunya

b.  Minimnya bukti petunjuk, sehingga penyidikan membutuhkan
waktu yang lama

c. Adanya saksi dalam suatu peristiwa yang terjadi, namun mereka
tidak mau memberikan keterangan/bersaksi, sehingga hal ini
menyulitkan penyelidikan polisi

d. Adapun kendala yang dihadapi polisi dari pihak korban yang
mengalami kerugian adalah, korban yang mengalami kerugian
baik yang bersifat materiil maupun fisik, tidak mau melakukan

penuntutan atau melapor ke pihak yang berwajib.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal

sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian harus lebih tegas dalam upayanya menanggulangi
timbulnya korban yang disebabkan oleh peristiwa kekerasan suporter
sepak bola. Sanksi yang tegas terhadap para pelaku diperlukan supaya para
pelaku jera dan tidak lagi ada tindakan kekerasan dalam rivalitas
persepakbolaan di Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada
umumnya.

2. Aparat kepolisian harus lebih serius dalam memberikan pengarahan pada
saat pertemuan antar suporter sepak bola agar mereka bisa berperilaku
sportif dengan menunjukkan aksi kreativitas dalam mendukung

kesebelasannya.
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